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baca_kontent/1065/pengelolaan_sistem_informasi_pembangunan_daerah_dinilai_belum_opti

mal, diunduh pada tanggal 17 Agustus 2017). 

Proses perencanaan pembangunan yang disertai data lengkap dan komprehensif 

merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan di daerah. Karena itu, dibutuhkan 

basis data dan informasi yang valid dan terukur.  Kesalahan dalam pengambilan data 

mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak berjalan sebagaimana harusnya, hal ini dikenal 
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dengan istilah GIGO (Garbage in garbage out).  Jadi, jika input datanya tidak akurat maka 

perencanaan pembangunan yang dihasilkan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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Semua komponen-komponen di atas tersebut saling mempengaruhi dan terintegrasi 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Adapun Sistem Informasi manajemen (SIM) menurut beberapa ahli di antaranya 

dikemukakan oleh Kroenke dan David, (1989) dalam Oetomo (2006 : 18) adalah  

 

Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai Permendagri tersebut.   
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membidangi perencanaan pembangunan Daerah.  Untuk memperkuat pembahasan 

pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam rangka  perencanaan pembangunan 

daerah di Indonesia, maka akan diuraikan terlebih dahulu landasan hukum penting yang 

terkait sebagai berikut : 
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Gambar 1. Mekanisme penerapan SIPD di Kabupaten/Kota 

 

Penetapan Tim SIPD oleh 

Bupati/Walikota

Pengumpulan dan Pengisian Data

Evaluasi Data

Pembinaan dan Pengawasan
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Sumber : Lampiran I Permendagri RI Nomor 8 tahun 2014 

 

Data tersebut selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan 

daerah, yang  terdiri dari a) informasi perencanaan pembangunan daerah  dan b) informasi 

kondisi pembangunan daerah.  Mekanisme penerapan SIPD untuk tingkat Kabupaten/Kota 

dilakukan melalui tahapan a) penetapan tim SIPD oleh Bupati/Walikota, b) pengumpulan dan 

pengisian data, c) evaluasi data, dan d) pembinaan dan pengawasan. 
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koordinas-pelaksanaan-sistem-informasi-pembangunan-daerah-sipd-provinsi-kepri-2015, 

tanggal 20 Agustus 2017) 

 

  

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat kami simpulkan beberapa 

poin penting sebagai berikut :  

1. Mekanisme pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dijalankan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah,  meliputi a) penetapan tim SIPD oleh 

Bupati/Walikota, b) pengumpulan dan pengisian data, c) evaluasi data, dan d) 

pembinaan dan pengawasan.  Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala 
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seperti lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen Pemerintah  Daerah, data yang 

masih bersifat parsial, kurang lengkap dan kurrang update, keterbatasan SDM, serta 

keterbatasan infrastruktur (akses internet).  

 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas adalah 

sebagai berikut :  

1. Memberikan sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah secara terus-menerus 

kepada Tim Pengelola SIPD.  

2. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dengan 

seluruh komponen serta berdasarkan data yang akurat dan up to date. 

3. Menyediakan Fitur Aplikasi SIPD yang mengakomodir proses informasi pembangunan 

daerah dan informasi keuangan daerah disertai teknologi multiuser, yang 

memungkinkan aplikasi dapat bekerja untuk banyak pengguna dengan kewenangan 

yang telah ditentukan oleh Administrator dan bekerja pada satu basis data yang sama 

(collaboration). 
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